
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3363);

1

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1
TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora, perlu
disesuaikan dan dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu
menetapkan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Blora tentang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;



3.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4.Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan  Rakyat,   Dewan  Perwakilan  Rakyat   Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2003 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4310);
5.Undang  -  Undang  Nomor   1   Tahun  2004  tentang

Perbendaharaan  Negara  (  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

6.Undang  - Undang  Nomor   10 Tahun  2004 tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang   -   Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);
7.Undang  - Undang  Nomor   15 Tahun  2004  tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

8.Undang  - Undang  Nomor   32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti   Undang -
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan  Daerah  menjadi  Undang  -  Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548);
9.Undang - Undang Nomor  33 Tahun 2004   tentang

Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat   dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan

BUPATI BLORA

10.Peraturan  Pemerintah  Nomor  62 Tahun 1990 tentang
Ketentuan  Keprotokolan  Mengenai Tata  Tempat,   Tata
Upacara dan Tata Penghormatan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990  Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11.Peraturan  Pemerintah Nomor  25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12.Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat   Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  90, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor   4416)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13.Peraturan Pemerintah  Nomor  58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Repubik Indonesia Nomor 4578);

14.Peraturan Pemerintah Nomor  79 Tahun 2005   tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2007
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah kabupaten Blora Tahun 2007 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2007 NOMOR 5

RA,

Ditetapks^n di Blora
pada tang|ga14 Jini

Diundangkan di Blora

Peraturan Daerah ini mulai beilaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Pasal

(2)Pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sekaligus

atau  mengangsur setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang beriaku.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian tunjangan

komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan dana

operasional sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  diatur dengan
Peraturan Bupati.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2007 NOMOR 3

Diundangkan di Blora

RA,

Ditetspkafn di Blora
pada

(2)' Daiam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berhenti antar waktu atau diberhent^an antar waktu sebetum

berakhir masa bhaktinya, wajib mengembafikan seluruh Tunjangan

Komunikasi Intensif dan Dana Operasional paling lambat 1 (satu) bulan

setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)Dalam hal Pimpinan dan An^ola DPRD berhenti antar waktu karena

meninggai dunia sebelum berakhir masa bhaktinya, pengembaiian

Tunjangan   Komunikasi Intensif    dan Dana Operasional menjasi

tanggung jawab ahK warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan yang beriaku.

(4)Pengembaiian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasiona!
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditakukan dengan cara sekaligus

atau  mengangsur setiap bulan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembaiian tunjangan
komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan dana

operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Buoati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahutnya, memerintahkan pengimdangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.


